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PUTUSAN
Nomor : 178/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada
tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Jalan Perniagaan, RT.012 RW. 001 Kelurahan Bagan Hulu

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";
MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal

Jalan Utama, RT.007 RW. 002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan
KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register
nomor : 178/Pdt.G/2012/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-
dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan
Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/53/1X/2012,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir,
tertanggal 14 September 2012;
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2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat
berstatus jejaka;

3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang
isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal rumah nenek Penggugat di Kelurahan Bagan Hulu,
Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan
Tergugat terpisah;

5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan
baik, tetapi sejak awal bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai
muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat
dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga
sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh
nenek Penggugat;

b. Penggugat suka keluar rumah hingga pulang larut malam, suka mabuk-mabukan
dan mengkonsumsi narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan, jika Penggugat
nasehati Tergugat memarahi Penggugat;

c. Apabila bertengkar Tergugat selalu memaki dan memukul Penggugat walaupun
hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

8 Bahwa pada awal bulan Maret 2013 Penggugat menasehati Tergugat supaya
berhenti meminum - minuman yang memabukkan dan mau bertanggung jawab
dalam ekonomi rumah tangga, Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat,
akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Tergugat menampar
Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat
juga pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan
KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;
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9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil
Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in
person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor :  178/Pdt.G/2013/PA.Utj yang
dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, karena hanya
dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim
telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk
memberikan menasehati dan pandangan hidup berumah tangga kepada Penggugat agar
kembali dan bersatu lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah,
mawaddah wa rahmabh, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi
hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang

dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;
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Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh nenek Penggugat;

b. Penggugat suka keluar rumah hingga pulang larut malam, suka mabuk-mabukan dan
mengkonsumsi narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan, jika Penggugat nasehati
Tergugat memarahi Penggugat;

c. Apabila bertengkar Tergugat selalu memaki dan memukul Penggugat walaupun
hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak
pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 500/53/IX/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN,
Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 September 2012, yang telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua
Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan
menandatanganinya pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikan bukti tertulis
Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat
juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di perniagaan RT.02. RW.01 Kelurahan Bagan Hulu,
Kecamatan . KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Nenek;

e Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang
menikah pada pertengahan tahun 2012 dirumah saksi di Kecamatan
KECAMATAN, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
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e Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan
Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

e Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup
bersama sebagai suami istri di rumah saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

e Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik
dan harmonis, namun setelah 5 bulan menikah, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka pulang malam dalam keadaan
mabuk dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, dan saksi lihat sendiri;

® Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
saksi melihat Penggugat dalam keadaan menangis;

e Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

® Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 bulan lamanya;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasikan kepada

Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan

kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan .tukang bangunan
bertempat tinggal di Jalan Perniagaan RT.12 RW.01, Kelurahan Bagan Hulu,
Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman;

e Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang

menikah pada bulan September 2012 dirumah nenek Penggugat di Kecamatan

KECAMATAN;

e Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan
Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

® Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup
bersama sebagai suami istri di rumah saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

® Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik
dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan Tergugat suka pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat
suka mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat malas bekerja, sehingga untuk
kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh nenek Penggugat;
e Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
bahkan memukul Penggugat sampai berbekas;
® Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
e Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 bulan lamanya;
Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasikan kepada
Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan
kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain dan
menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada yang pada pokoknya

menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat
telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in
person kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus
secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Majelis
Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan
memanggil kembali Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 150 R.Bg telah
terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya
perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh
untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai
suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan
Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok,
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah
probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka
Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua
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Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah
suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil
dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu
membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan
pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal
pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti
2 (dua) orang saksi keluarga yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI I1

PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama SAKSI 11
PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan tentang keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan perbuatan Tergugat suka pulang malam dalam keadaan mabuk dan
Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat malas bekerja, dan bahkan
pernah memukul Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal 2 bulan lamanya, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama SAKSI II PENGGUGAT dan
SAKSI II PENGGUGAT yang berasal dari keluarga dekat Penggugat adalah cakap
bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171,
Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi

syarat formil alat bukti saksi;
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Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI II PENGGUGAT dan

SAKSI II PENGGUGAT menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar saksi
sewaktu terjadinya pertengkaran, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg,
keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama
SAKSI Il PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT saling bersesuaian, dengan
demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi
telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah dan belum dikaruniai anak;

2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perbuatan Tergugat suka
pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba,
serta Tergugat malas bekerja, dan bahkan pernah memukul Penggugat dan
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya;

3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah dan belum dikaruniai anak;

5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus;

6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2
bulan lamanya;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti
terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan
antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam
rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan
alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (vide Pasal 1 Undang-
Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua
belah pihak menghendakinya (vide syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizan)
sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya untuk
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan
tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1997 tanggal
26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan
Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan
merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan
bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri,
Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa
penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga
merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sedemikian rupa, merupakan garinah yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah
sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum

ayat 21 yang menyatakan:
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin
ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:
0o 583 sl oS> o e8> praliwall ol cazs 99 Wb Y 4> al
Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”;
2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya  maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu’;

3. yluo ¥ g 60 Y [Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik

( ), juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38;

4. J | PR ).;oJ | [kemudhorotan itu harus disingkirkan]. Al-Asybah wa Al-Nazhoir,

halaman 59;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan
hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak
terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai

maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c
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Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada

Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 20009.
Majlis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar
putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk
mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten
Rokan Hilir untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,
oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:
Mengingat:

1 Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;

2 Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c;

5  Yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;
6 Yurisprudensi MARI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991:
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Rabu tanggal 19 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H oleh kami
Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan
susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag dan Helson
Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
ttd ttd
MISDARUDDIN, S.Ag HESON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd
EMNA, SH
Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 420.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 511.000,-
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Untuk salinan yang sama bunyinya
Ujung Tanjung, 19 Juni 2013
Panitera Pengadilan Agama Ujung
Tanjung,

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH
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